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ABSTRAK

Pelayanan publik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran
penting dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, transparan, dan
berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan publik yang
dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang telah
dilaksanakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palembang telah
berhasil menjalankan perannya dengan cukup baik, dengan dukungan keterbukaan
informasi, strategi sosialisasi yang luas, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan
masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti masalah
pembaruan data pemilih, kurangnya partisipasi awal masyarakat, ketergantungan
berlebih pada media sosial, serta keterbatasan data survei efektivitas sosialisasi.
Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan edukasi politik melalui
media kreatif, perluasan saluran sosialisasi yang lebih merata, serta penguatan
sistem evaluasi berbasis data untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan
publik KPU dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Evaluasi Sumatif, Pemilihan Kepala Daerah,
Komisi Pemilihan Umum.
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ABSTRACT

Public service by the General Elections Commission (KPU) plays a crucial role
in supporting the implementation of democratic, transparent, and high-integrity
regional elections (Pilkada). This study aims to evaluate the public services
provided by KPU Kota Palembang during the 2024 Pilkada and to identify the
supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used
is a qualitative approach with data collection techniques through interviews,
observations, and document studies. The results show that KPU Kota Palembang
has performed its role quite well, supported by transparency initiatives, broad
socialization strategies, the use of technology, and active community involvement.
However, challenges remain, such as issues with voter data updating, lack of early
community participation, overreliance on social media, and limited survey data on
the effectiveness of socialization efforts. Recommendations from this study include
enhancing political education through creative media, expanding more inclusive
" socialization channels, and strengthening data-based evaluation systems to
improve the quality of KPU's public services in future elections.

Keywords: Public Service, Summative Evaluation, Regional Head Election,
General Elections Commission.
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1.1

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadopsi oleh sebagian besar

negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang
berarti bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Menurut Amin Rais, demokrasi adalah fondasi kehidupan bernegara yang
mencakup pengambilan keputusan oleh rakyat mengenai hal-hal mendasar yang
memengaruhi hidup mereka, termasuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Oleh sebab itu, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang
berlandaskan pada kehendak dan otoritas rakyat. Demokrasi menjadi salah satu
konsep yang akrab di telinga masyarakat, seiring dengan semakin banyaknya
diskusi dan praktik politik di berbagai tingkatan. Dengan kata lain, istilah
demokrasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk
berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini
mencakup tindakan aktif, seperti memberikan suara dalam pemilu, hingga
melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya memberikan ruang kepada
rakyat untuk menentukan pemimpin, tetapi juga untuk mengawasi jalannya
pemerintahan. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga diwujudkan melalui
pemisahan kekuasaan dalam lembaga negara yang dikenal dengan konsep Trias
Politica. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran dan fungsi

masing-masing yang terpisah dan saling mengawasi. Pemisahan ini bertujuan untuk



mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan berjalan
sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan demokrasi di Indonesia juga ditunjang dengan adanya jaminan
kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat yang diatur dalam konstitusi.
Kebebasan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi,
menyampaikan kritik, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, pelaksanaan demokrasi di
Indonesia dikuatkan dengan sistem pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan Pemilu
telah mengalami tiga kali perubahan asas. Pemilu pertama yang diselenggarakan
pada tahun 1955 menerapkan asas jujur dan kebersamaan, serta asas Langsung,
Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) menurut UUD 1945 Pasal 22E. Pada masa
itu, Pemilu berfungsi untuk memperkuat legitimasi pemerintahan baru dan
mempererat solidaritas nasional. Namun, pada masa Orde Baru, mulai dari Pemilu
tahun 1971, asas jujur dan kebersamaan dihilangkan. Pemilu pada masa ini hanya
menerapkan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER), meskipun
pelaksanaannya sering dikritik karena tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang
sesungguhnya. Ketika Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki era reformasi,
asas Pemilu kembali mengalami penyesuaian. Pada Pemilu pasca-reformasi, asas
jujur dan adil (JURDIL) diintegrasikan ke dalam asas LUBER, sehingga menjadi
LUBER JURDIL (Mulya & Adnan, 2021).

Melalui sistem ini, rakyat dapat secara langsung menentukan pemimpin dan

wakil mereka yang akan mewakili kepentingan masyarakat di berbagai tingkatan



pemerintahan. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas,
dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu, mencerminkan komitmen Indonesia
dalam memperbaiki kualitas demokrasi setelah reformasi. Namun, meskipun
Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, tantangan masih tetap ada,
seperti upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meminimalisir praktik
politik uang, serta memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar
mencerminkan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak
hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan peran aktif
seluruh elemen masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memegang peran yang sangat penting
dalam sistem pemerintahan, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, di
mana kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Ketentuan ini secara jelas diatur
dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Artinya, rakyat
tidak hanya menjadi sumber kekuasaan, tetapi juga memiliki hak untuk menentukan
arah pemerintahan dan mengawasi pelaksanaannya, dengan berpedoman pada
konstitusi sebagai aturan utama dalam kehidupan bernegara. Hal ini memastikan
bahwa segala kebijakan dan keputusan pemerintah harus mencerminkan aspirasi
serta kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Pilkada serentak merupakan ajang kompetisi politik untuk memperoleh
mandat rakyat dalam menduduki jabatan strategis pemerintahan. Sebagai sebuah

kompetisi, pelaksanaan pilkada harus dikelola oleh lembaga yang memiliki



kredibilitas tinggi di mata masyarakat maupun para kandidat. Penyelenggara
pilkada wajib menjaga independensi dari segala bentuk intervensi atau kepentingan
tertentu, sehingga setiap keputusan yang diambil murni untuk melindungi kejujuran
dan integritas suara rakyat. Mengelola pilkada serentak membutuhkan keahlian
khusus karena prosesnya yang rumit, yaitu mengolah suara rakyat menjadi hasil
politik yang sah. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu harus diisi oleh
individu-individu yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Mereka perlu
mendapatkan kompensasi yang memadai, memiliki pengetahuan mendalam tentang
kepemiluan, menguasai keterampilan teknis, serta mematuhi aturan dan kode etik
yang telah ditetapkan. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang
melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak.

Sebagai instrumen penting dalam sistem demokrasi, Pemilu yang
diselenggarakan dengan standar kualitas tinggi akan membawa dampak positif bagi
negara yang melaksanakannya. Dalam konteks Pemilu, asas-asas Pemilu
merupakan landasan dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya.
Salah satu wujud kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia
tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur
setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Selain itu, undang-undang tersebut memberikan mandat kepada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) untuk merumuskan peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis
dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini bertujuan agar seluruh proses pemilu dapat
berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), atau yang sering



disebut pemilukada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan sentral
sebagai elemen penyelenggara yang bertanggung jawab atas kelancaran seluruh
proses pemilu. KPU bertugas memastikan setiap tahapan pilkada, mulai dari
pendataan pemilih, pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara,
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai
lembaga independen, KPU dituntut untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan
transparansi dalam setiap keputusan maupun tindakan yang diambil. Peran KPU
tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencakup
edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu dan
pengawasan terhadap jalannya pilkada agar tetap netral dan adil. Dengan perannya
yang krusial, KPU menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa pilkada
berlangsung jujur, adil, serta mencerminkan kehendak rakyat secara demokratis.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya berperan sebagai lembaga
penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik yang
berkaitan dengan proses kepemiluan. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 , pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian
kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Dalam kapasitas ini, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
tahapan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Layanan ini
tidak hanya bertujuan mendukung kelancaran teknis pelaksanaan pemilu, tetapi
juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Pelayanan yang efektif, transparan, dan inklusif akan mencerminkan keseriusan

penyelenggara dalam menjamin pemilu yang adil dan jujur. Dengan demikian,



layanan yang optimal dari KPU diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih,
memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan memastikan bahwa hasil pemilu benar-
benar mencerminkan kehendak rakyat, sekaligus memperkokoh fondasi demokrasi
di tingkat lokal maupun nasional.

Sebagai lembaga pelayanan publik, KPU menyediakan berbagai layanan
administratif yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pendataan dan
pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran calon kepala daerah, penyediaan
informasi terkait tahapan pilkada, hingga fasilitasi pemungutan suara. Semua
layanan ini bertujuan untuk menjamin hak politik masyarakat terpenuhi dan
menciptakan pengalaman demokrasi yang inklusif. Selain itu, KPU juga memiliki
tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, agar mereka
lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Melalui
sosialisasi yang efektif, KPU berupaya meningkatkan partisipasi pemilih dan
memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara
bebas dan bertanggung jawab. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas,
KPU turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan
menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Khususnya di Kota Palembang, KPU memiliki tanggung jawab besar dalam
memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi dan melayani
kebutuhan masyarakat daerah. KPU Kota Palembang memegang peran strategis
dalam menyelenggarakan setiap tahapan pilkada, mulai dari pendataan pemilih
hingga penghitungan suara, dengan tetap menjunjung tinggi asas transparansi,
independensi, dan profesionalisme. Sebagai lembaga yang berada di garis depan

pelayanan publik, KPU Kota Palembang juga memiliki tugas untuk menjembatani



kebutuhan masyarakat dengan penyelenggaraan pilkada yang adil dan inklusif.
Salah satu wujud komitmen ini adalah melalui penyediaan layanan informasi yang
akurat dan mudah diakses, baik mengenai prosedur pencoblosan, pendaftaran calon,
maupun regulasi terkait pilkada. Selain itu, KPU Kota Palembang juga harus aktif
mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pilkada.
Partisipasi politik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni partisipasi
aktif, pasif, dan apatis. Partisipasi aktif terjadi ketika masyarakat terlibat langsung
dalam proses politik, seperti memilih pemimpin, berpartisipasi dalam partai politik,
atau memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan
partisipasi pasif terjadi ketika masyarakat hanya mengikuti dan mematuhi
kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tanpa terlibat secara
langsung dalam proses pembuatan keputusan. Di sisi lain, partisipasi apatis terjadi
ketika masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu sama sekali,
seringkali karena mereka merasa bahwa sistem yang ada tidak sesuai dengan
harapan atau prinsip mereka. Dalam konteks pemilu, partisipasi politik menjadi
faktor yang sangat penting karena berfungsi sebagai penentu utama keberhasilan
proses pemilu itu sendiri. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu memastikan
bahwa suara rakyat benar-benar tercermin dalam pemilihan pemimpin dan

pembuatan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka.



Tabel 1.
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Walikota dan Wakil Walikota 2024

LK/PR Data Pemilih Pengguna Hak Pilh
LK 607.861 367.022
PR 633.335 425.365
Jumlah 1.241.196 792.387

Sumber : Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan

Penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 di
Palembang, yang tercatat di bawah 70% dan didominasi oleh suara sah.
mencerminkan adanya sejumlah masalah yang harus ditangani secara serius oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Palembang terutama pada pelayanan
publiknya. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini, seperti
meninggalnya sejumlah pemilih dan warga yang belum mengurus administrasi
kependudukan setelah pindah, menunjukkan bahwa meskipun jumlah daftar
pemilih tetap mencapai 1,2 juta jiwa, masih ada pelayanan publik dalam hal
pembaruan data pemilih yang perlu diperbaiki. (detiksumbagsel, kamis,
5/12/2024).

Oleh karena itu, penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi mendalam
terhadap pelayanan publik yang telah diberikan selama proses pilkada. Evaluasi ini
bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pendataan pemilih, pengelolaan
logistik, serta sosialisasi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan prinsip transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas.

Melalui evaluasi yang komprehensif, KPU Kota Palembang dapat



merumuskan strategi dan kebijakan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik agar dapat memperbaiki tingkat partisipasi pemilih, serta
memastikan bahwa setiap suara rakyat dapat disalurkan dengan bebas dan adil.
Evaluasi ini juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan publik yang telah
dilaksanakan oleh KPU selama proses pilkada berlangsung. Dengan demikian,
judul "Evaluasi Sumatif Pelayanan Publik oleh KPU dalam

Pelaksanaan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024) di Kota
Palembang" menjadi sangat relevan sebagai fokus penelitian untuk meningkatkan
kinerja KPU dalam menjalankan proses demokrasi yang lebih baik dan efektif di
tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah
1. Merujuk pada latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah :

1 Bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh KPU di Kota Palembang
dalam pelaksanaan Pilkada?

2 Apa faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelayanan publik
KPU dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pelayanan publik yang diberikan oleh KPU di Kota

Palembang dalam pelaksanaan Pilkada.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi
pelayanan publik KPU dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu

administrasi publik, khususnya terkait kualitas pelayanan publik dalam konteks



penyelenggaraan demokrasi lokal seperti pilkada.

Secara Praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi KPU Kota Palembang
dalam meningkatkan pelayanan publik, mengatasi hambatan yang ada, dan
memperbaiki strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.
Secara Akademis, penelitian ini menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti
yang tertarik mendalami topik pelayanan publik dan demokrasi, serta menjadi

bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pilkada.
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